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The purpose of this research is to find out how the implementation of 
the principles of international trade of General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT) and Law Number 7 of 2014 concerning Trade and to 
find out how the harmonization of the principles of international trade 
of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in Law No. 7 of 
2014 concerning Trade. This type of research is normative legal 
research. The results of the research that have been carried out are the 
implementation of the principles of international trade of General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT ) and Law Number 7 of 2014 
concerning Trade, based on Law Number 7 of 1994 concerning 
Ratification of the Agreement Establishing The World Trade 
Organization. World Trade) contains content or material that contains 
GATT / WTO principle arrangements, namely in letters A, B, and C, as 
well as harmonization of the principles of international trade of 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in Law Number 7 of 
2014 concerning Trade, that In Law Number 7 of 2014 concerning 
Trade, there are several legal principles in international trade 
arrangements. The conclusion of this study is that based on Law 
Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement 
Establishing The World Trade Organization, there is content or 
material that contains the principles of GATT / WTO, namely in letters 
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A, B, and C, as well as harmonization of the principles of international 
trade of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) in Law 
Number 7 of 2014 concerning Trade, that in Law Number 7 of 2014 
concerning Trade there are several legal principles in regulating 
international trade. 
Keywords: General Agreement on Tariffs and Trade, 
International Trade Law. 
 
Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 
implementasi prinsip-prinsip perdagangan internasional pada 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) idan iUndangi-
Undang Nomor i7 Tahun i2014 iTentang iPerdagangan dan untuk 
mengetahui bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan 
internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tipe 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun hasil 
penelitian yang telah dilakukan adalah implementasi prinsip-prinsip 
perdagangan internasional General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) dan Undangi-Undang iNomor i7 iTahun 2014 itentang 
Perdagangani, berdasarkan Undangi-iUndang Nomor i7 iTahun 1994 
Tentang Pengesahan Agreement Establishing iThe iWorld iTrade 
Organization (Persetujuan Pembentukan iOrganisasi Perdagangan 
Dunia) terdapat isi atau materi yang memuat pengaturan prinsip 
GATT/WTO, yakni pada huruf iA, iBi, idan iC, iserta iharmonisasi 
prinsipi-prinsip perdagangan iinternasional General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) dalam Undangi-iUndang iNomor i7 Tahun 
2014 iTentang Perdagangani, bahwa dalam Undangi-iUndang Nomor 
7 iTahun 2014 Tentang iPerdagangan iterdapat beberapa prinsip-
prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan internasional. 
Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan Undangi-iUndang 
Nomor i7 iTahun i1994 Tentang iPengesahan Agreement Establishing 
The World iTrade Organization i (Persetujuan iPembentukan 
Organisasi iPerdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang 
memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada ihuruf iAi, Bi, 
dan iC, iserta iharmonisasi prinsip-iprinsip iiperdagangan 
internasional General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)idalam 
Undangi-iUndang Nomor i7 iTahun 2014 iTentang iPerdagangani, 
bahwa idalam iUndangi-iUndang Nomor i7 iTahun i2014 Tentang 
Perdagangan iterdapat beberapa prinsip-prinsip hukum dalam 
pengaturan perdagangan internasional. 
Kata Kunci: General Agreement on Tariffs and Trade, Hukum 
Perdagangan Internasional. 
Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional WTO… 




WTO merupakan metamorfosis dari Perjanjian iUmum Bea 
Masuk dan Perdagangan iatau GATT (General Agreement on 
Tarrifs and Trade) yang didirikan tahun 1947, sebagai bagian 
dari kesepakatan di Bretton Woods, Amerika. Sejak 1947 ada 
tujuh perundingan dagang dimana Putaran Uruguay adalah 
perundingan paling akhir yang terpanjang (berlangsung dari 
September 1986 hingga April 1994), rumit dan penuh 
kontroversi sebelum melahirkan WTO.1 Organisasi ini 
memiliki kedudukan yang unik karena organisasi ini berdiri 
sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. 
Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama 
negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali 
(1948).2 
Dewasa ini kegiatan negara di bidang perdagangan 
internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang 
cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat 
dalam General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) yang 
ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya 
GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar 
negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan 
dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin 
lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan 
pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya 
dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta 
pertukaran barang.  
Terbentuknya WTO mulai 1 Januari 1995 maka 
persoalan tentang apakah GATT sebuah organisasi 
internasional atau bukan, kini telah berakhir. GATT 1947 kini 
diintegrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan 
annex perjanjian WTO yakni Multilateral Agreement On Trade 
                                                          
1 Akbar Kurnia Putra, Agreement on Agriculture dalam World Trade 
Organization. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 46, No. 1, 5 
Maret 2016, hal. 97.   
2 Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional. PT Raja Grafindo 
Persada, 2006, hal. 37. 
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In Goods. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu 
pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada 
pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan-
hambatan non-tarif terhadap perdagangan, dan untuk 
menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan 
perdagangan internasional.3 
WTO berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi 
perdagangan internasional.4 Perjanjian yang diatur dalam 
WTO iantara lain meliputi Perjanjian Pertanian AOA), 
Perjanjian sektor Jasa (GATS), Perjanjian HAKI terkait 
Perdagangan (TRIPS), Perjanjian Akses Pasar Non Pertanian 
(NAMA) dan isu investasi termasuk Perjanjian Investasi terkait 
Perdagangan (TRIMS). Organisasi perdagangan dunia atau 
WTO yang saat ini sudah tidak lagi mengenai soal perdagangan 
barang saja (sebagaimana yang ada di GATT, pendahulu WTO 
sebelumnya), melainkan telah meluas ke berbagai sektor 
ekonomi dan kehidupan manusia, seperti pada pertanian, hak 
atas kekayaan intelektual (HAKI) atau ilmu pengetahuan, 
investasi, sektor jasa-jasa dan lain-lainnya.5 
Fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan 
pelaksanaan, pengadministrasian dan lebih meningkatkan 
tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta 
perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Di samping 
itu WTO merupakan forum negosiasi bagi para anggotanya di 
bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, 
forum penyelesaian sengketa.6 
Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan 
mengadakan pengaturan timbal balik dan saling 
                                                          
3 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Cet. 
Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 87-88. 
4 Revy S. M. Korah. Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement On 
Tariffs And Trade (GATT) Dan World Trade Organization (WTO) 
Dalam Era Pasar Bebas. Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 22, No. 7 
Agustus 2016, hal. 49. 
5 Dewi Nurul Musjtari. Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam 
WTOAgreement Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. Kanun 
Jurnal Ilmu Hukum No. 63 Agustus 2014, hal. 224-225. 
6 Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, 
Loc. Cit. 
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menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-
hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan 
diskriminasi dalam perdagangan internasional. Sebagai bagian 
dari Final Act Putaran Uruguay, negara-inegara anggota GATT 
bersepakat untuk mengakui suatu realita, dan mulai 1 Januari 
1995 membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia 
bernama World Trade Organization (WTO).7 
Hadirnya organisasi dagang dunia yang dikenal sebagai 
WTO melahirkan berbagai ketentuan yang mewarnai 
perdagangan internasional, menempatkan organisasi ini 
sebagai organisasi berpengaruh dalam perdagangan 
internasional. Selanjutnya, Indonesia sebagai bagian dari 
masyarakat internasional yang ikut bergabung dalam 
organisasi perdagangan internasional atau WTO harus 
mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada di 
dalam organisasi tersebut. Kaidah-kaidah WTO tersebut 
dituangkan ke dalam hukum nasional, lalu Indonesia telah 
meratifikasi (pengesahan) persetujuan pembentukan WTO 
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia).8 
Adanya perjanjian ini, negara-negara di dunia dapat ikut 
bergabung dalam WTO dan juga tidak, keikutsertaan dalam 
WTO tergantung pada negara itu sendiri, pada kaidah-kaidah 
internasional sebagaimana diatur oleh WTO, termasuk 
penyelesaian perselisihan perdagangan internasional yang 
lebih efektif.9 
Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional 
diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi 
kepentingan nasional.10 Prinsip pembentukan dan dasar WTO 
                                                          
7Hata, Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Loc. 
Cit. 
8Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional, Cet. 
Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 133. 
9Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum 
Internasional, Cet. kedua, P.T. Alumni, Jakarta, 2018, hal. 10. 
10Jessi Garfield Sawy. Dampak Persetujuan World Trade Organization 
Terhadap Kebijakan Investasi dan Perdagangan (Studi Kasus: Keberatan 
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adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, 
memberikan jaminan atas “most-favored-nation principle” 
(MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara 
negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam 
semua kegiatannya.11 
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dalam pelaksanaan 
berbagai kebijaksanaan di sektor perdagangan internasional. 
Berbagai persetujuan hasil dari perundingan putaran Uruguay 
yang disepakati di Marrakesh merupakan kesepakatan untuk 
memperbaiki situasi hubungan perdagangan internasional 
melalui upaya memperluas akses pasar barang dan jasa, 
menyempurnakan berbagai peraturan perdagangan, 
memperluas cakupan dari ketentuan GATT, dan memperbaiki 
kelembagaan atau institusi perdagangan multilateral. Dengan 
demikian, diharapkan perekonomian nasional dengan 
perekonomian dunia semakin terintegrasi. 
Tata cara perdagangan dalam negeri berbeda dengan 
perdagangan internasional. Hal itu disebabkan oleh faktor-
faktor tertentu antara lain perbedaan mata uang, mata uang 
setiap negara berbeda antara satu dengan yang lain, faktor 
selanjutnya, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas 
kenegaraan, barang harus dikirim atau diangkut dari satu 
negara ke negara lainnya melalui bermacam peraturan, seperti 
peraturan pabean. Peraturan-peraturan ini mengandung 
berbagai pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing 
pemerintah sehingga antara satu negara dengan negara 
lainnya tidak jarang terdapat perbedaan dalam hukum, 
takaran dan timbangan, mata uang dan lain sebagainya.12 
Perdagangan antar negara untuk melindungi 
pertumbuhan sektor ekonomi dalam negeri, misalnya untuk 
melindungi sektor industri dan pertanian atau mungkin juga 
untuk tujuan penghematan pemakaian devisa negara sehingga 
perdagangan internasional dibatasi pada barang yang sangat 
                                                                                                                      
Anggota WTO Terhadap Undang-Undang Mineral dan Batu Bara No. 
4/2009).  Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 2. 
11Revy S. M. Korah, Op.Cit, hal. 50. 
12M. E. Retno Kadarukmi. Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap 
Ekspor Impor Indonesia. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 9, No. 1, 2013, 
hal. 82. 
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perlu saja. Pembatasan semacam ini dapat dianggap sebagai 
pembatasan yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi 
semata dan bukan untuk mencapai tujuan politik luar negeri 
tertentu. Di samping itu, masih terdapat pembatasan yang 
dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan penetapan 
bea masuk yang tinggi ataupun dengan mempersulit 
pemberian izin untuk jenis barang tertentu. Cara semacam ini 
lebih tepat dikatakan sebagai cara mencapai tujuan fiskal.13 
Langkah pemerintah Indonesia sebagai salah satu 
anggota World Trade Organization (WTO) antara lain dengan 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan, menggantikan produk hukum kolonial 
Bedrijfsregmenterings Ordonanntie 1934 yang lebih banyak 
mengatur perizinan usaha.14 
Berdasarkan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 Tentang Perdagangan memuat materi pokok 
sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi perdagangan 
dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan 
perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem 
elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, 
pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan 
menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan 
internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan 
wewenang pemerintah di bidang perdagangani, komite 
perdagangan nasional, pengawasan, serta penyidikan.15 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan dibuat dengan mengedepankan kepentingan 
nasional dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan 
produk dalam negeri, membuat regulasi perdagangan dalam 
negeri dan memberikan perlindungan terhadap konsumen.16 
                                                          
13Ibid 
14Syukri Hidayatullah,. Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi 
Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan.  Arena Hukum Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hal. 
272-273. 
15Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. 
16http://evitays.blogspot.com/2017/05/uu-no-7-tahun-2014-tentang-
perdagangan.html?m=1.  Diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 
22:37 WIB 
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Isi Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 Tentang Perdagangan, memuat materi yang 
bertentangan dengan salah satu prinsip World Trade 
Organization (WTO) yakni persaingan bebas (asymmetric 
economic conditions, empowering, free competition).  
Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 Tentang Perdagangan, menetapkan pemerintah 
melakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau 
pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk 
dalam negeri. Sedangkan, prinsip persaingan bebas 
(asymerical economic conditionsi, empoweringi, free 
competition) adalah gagasan tentang keharusan 
memperhatikan kondisi asimetris masyarakat internasional, 
penyetaraan daya saingi, dan persaingan bebas iyang 
dikemukakan oleh Adam Smith.17 
Sangat terlihat jelas bahwa Undangi-Undang tersebut 
dijadikan sebagai bentuk protect pemerintah bagi sistem 
perekonomian nasional. Lalu ikemudian, ibagaimana dengan 
prinsip perdagangan internasional World Trade Organization 
(WTO) yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. 
Apakah Undang-Undang tersebut dapat mempengaruhi 
keberadaan Indonesia sebagai salah satu anggota WTO. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik 
melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu karya 
ilmiah yang berjudul “Harmonisasi Prinsip-Prinsip 
Perdagangan Internasional World Trade Organization (WTO) 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan”. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
diuraikan sebelumnya dan dari hasil penelusuran yang telah 
dilakukan oleh penulis, bahwa di dalam Pasal 22 dan Pasal 25 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, 
menetapkan pemerintah melakukan keberpihakan melalui 
promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan 
kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Sedangkan, 
prinsip persaingan bebas (asymerical economic conditionsi, 
empowering, free competition) adalah gagasan tentang 
                                                          
17Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit. 
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keharusan memperhatikan kondisi asimetris masyarakat 
internasional, penyetaraan daya saing, dan persaingan bebas 
yang dikemukakan oleh Adam Smith. Oleh sebab itu, adapun 
yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan karya 
ilmiah skripsi ini adalah: 
Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip 
perdagangan internasional (WTO) dan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan? 
Bagaimanakah harmonisasi prinsip-prinsip perdagangan 
internasional World Trade Organization (WTO) dalam 
Undangi-Undang Nomor i7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan? 
 
 
B. Pembahasan dan Analisis 
1. Implementasi Prinsip Hukum dalam Pengaturan 
Perdagangan Internasional pada General Agreement on 
Tariffs and Trade i (GATTi) idan Undangi-iUndang iNomor 7 
iTahun i2014 iTentang iPerdagangan. 
Penerapan prinsip-prinsip iWTO ditujukan iuntuk 
imenghasilkan kondisii-ikondisi iyang bersifat itimbal ibalik dan 
iisaling menguntungkan isehingga isemua inegara dapat 
imenarik imanfaatnyai. Melalui iWTOi, idiluncurkan suatu imodel 
iperdagangan idimana ikegiatan perdagangan iantar inegara 
iidiharapkan dapat iberjalan idengan ilancari. Pada iprinsipnya 
iWorld Trade iOrganizationi (iWTO) imerupakan isuatu sarana 
iuntuk imendorong iterjadinya isuatu perdagangan ibebas iyang 
itertib dan iadil idi dunia iinii. iDalam menjalankan itugasnya 
iuntuk imendorong terciptanya iperdagangan ibebas itersebuti, 
World iTrade iOrganizationi (iWTO) iimemberlakukan beberapa 
iprinsip iyang menjadi ipilari-ipilar iWorld iTrade Organization i 
(iWTO).18 
iBerdasarkan Undangi-Undang iNomor i7 iTahun 1994 
iTentang iPengesahan iAgreement Establishing iThe iWorld 
iTrade Organization i (iPersetujuan iPembentukan iOrganisasi 
Perdagangan iDuniai) iterdapat iisi iatau materi iyang imemuat 
ipengaturan iprinsip WTOi, iyakni ipada huruf iAi, Bi, dan iC. Pada 
huruf A, B dan C berbunyi: 
                                                          
18 Revy S. M. Korah, Op.Cit, hal. 48.  
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a. iBahwa pembangunan inasional ibertujuan untuk 
imemwujudkan suatu imasyarakat iadil idan makmur iyang 
imerata imateriel dan ispiritual iberdasarkan Pancasila idan 
iUndangi-Undang iDasar i1945 idalam iwadah Negara iKesatuan 
iRepublik iIndonesia yang imerdekai, ibersatu, iberdaulat idan 
iberkedaulatan rakyat idalam isuasana iperikehidupan bangsa 
iyang iamani, itenteram, itertib, idan idinamis idalam lingkungan 
ipergaulan idunia iyang imerdekai, adili, ibersahabati, itertibi, idan 
idamai; 
b. iBahwa dalam ipelaksanaan ipembangunan nasionali, 
ikhususnya idi bidang iekonomii, diperlukan iupayai-iupaya 
iuntuk iantara ilain iterus meningkatkani, imemperluas, 
imemantapkan idan imengamankan pasar ibagi isegala iproduk 
baik ibarang imaupun jasai, itermasuk iaspek investasi idan ihak 
iatas ikekayaan iintelektual yang iberkaitan idengan 
iperdagangani, iserta imeningkatkan kemampuan idaya isaing 
iterutama dalam iperdagangan iinternasionali; 
c. iBahwa seiring idengan icitai-cita isebagaimana idisebutkan 
ihuruf a idan ib idi iatas, iIndonesia iselalu iberusaha menegakkan 
iprinsipi-iprinsip ipokok iyang dikandung idalam iGeneral 
iAgreement ion Tariff iand iTradei/ GATT i1947 i (iPersetujuan 
iUmum imengenai iTarif idan iPerdagangan iTahun 1947i) 
iberikut ipersetujuan isusulan iyang itelah idihasilkan sebelum 
iPutaran iUruguay.19 
iPenjelasan atas iUndangi-Undang iNomor i7 Tahun 
i1994 iTentang Pengesahan iAgreement iEstablishing The iWorld 
iTrade iOrganization i (Persetujuan iPembentukan iOrganisasi 
iPerdagangan Duniai), iGeneral Agreement ion iTariffs iand 
iTrade/iGATT i (iPersetujuan iUmum mengenai iTarif idan 
iPerdagangan) imerupakan iperjanjian iperdagangan 
multilateral idengan itujuan imenciptakan perdagangan ibebasi, 
iadili, idan imembantu imenciptakan pertumbuhan iekonomi idan 
ipembangunan iguna imewujudkan kesejahteraan iumat 
imanusia.  
                                                          
19 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
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iGATT dimaksudkan isebagai iupaya untuk 
imemperjuangkan iterciptanya iperdagangan bebasi, iadili, dan 
imenstabilkan isistem iperdagangan iinternasionali, idan 
imemperjuangkan penurunan itarif isebagai itatanan 
multilateral iyang imemuat iprinsipi-prinsip iperdagangan 
iinternasionali, iGATT menetapkan ikaidah ibahwa ihubungan 
perdagangan iantar inegara idilakukan itanpa diskriminasi i 
(inon idiscriminationi). iHal iini iberarti, isuatu inegara iyang 
itergabung dalam iGATT iitidak diperkenankan iuntuk 
imemberikan perlakuan ikhusus ibagi inegara itertentu. iSetiap 
inegara iharus memberikan iperlakuan iyang isama dan itimbal 
ibalik idalam ihubungan perdagangan iinternasionali.  
GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-
negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-
masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, 
GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di 
bidang perdagangan antara negara-negara peserta. GATT juga 
merupakan forum untuk mengajukan keberatan dari suatu 
negara yang merasa dirugikan atau mendapat perlakuan yang 
tidak adil dari negara peserta yang lain di bidang perdagangan. 
Prinsipnya, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara 
bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam 
persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi, serta 
hasilnya diberitahukan kepada GATT. 20 
Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan memuat diantaranya perdagangan 
dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang tidak 
membeda-bedakan setiap pelaku usaha. Setiap pelaku usaha 
wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan tersebut tanpa adanya diskriminasi atau 
keberpihakan.21 Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan salah satunya juga memuat larangan 
dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa yang 
                                                          
20 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 
Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan 
Dunia)  
21 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
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berlaku bagi setiap pelaku usaha. Di samping itu, Undang-
Undang ini memuat standardisasi yang mana ketentuan 
standardisasi di dalam Undang-Undang tersebut berlaku bagi 
setiap pelaku usaha.  
Undang-Undang ini pun memuat perlindungan dan 
pengamanan perdagangan serta pemberdayaan koperasi serta 
usaha mikro, kecil dan menengah  yang ketentuannya harus 
dipatuhi setiap pelaku usaha tanpa membeda-bedakan pelaku 
usaha itu sendiri dalam hal ini berlaku menyeluruh.22 
 
 
2.Harmonisasi Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional 
pada General Agreement on Tariffs and Trade i(GATTi) 
denganiUndangi-Undang iNomori7 iTahun 2014 iTentang 
iPerdagangan 
Pengaturan Kedaulatan Negara (Sovereignity) dalam 
Prinsip Perdagangan Internasional WTO, sistem kelembagaan 
dan sistem hukum WTO menempatkan iprinsip ikedaulatan 
inegara sebagai iiprinsip utama isistem ikelembagaan idan 
isistem hukumnyai. iUndang-iUndang iNomor 7 iTahun i2014 
Tentang iPerdagangan imengaturi, isecara spesifik itertuang idi 
dalam iPasal i5 ayat i (i1i) Undangi-iUndang iNomor i7 iTahun 
2014 iTentang iPerdagangan iterletak pada iBab iIViPerdagangan 
iDalam Negerii, ibagian kesatu imengenai iumumi: 
iPemerintah mengatur ikegiatan iPerdagangan Dalam 
iNegeri imelalui ikebijakan dan ipengendalian.23Prinsip 
selanjutnya, pengaturan Kesederajatan Negara (Equal State) 
dalam Prinsip Perdagangan Internasional WTO mencakup di 
dalam paham kedaulatan ini adalah kemerdekaan dan 
persamaan derajat, artinya bahwa negara-negara yang 
berdaulat itu adalah naegara yang merdeka (independence) 
juga memiliki kesamaan derajat (equality) satu dengan 
lainnya.24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan mengatur, secara spesifik tertuang di dalam 
Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
                                                          
22 Ibid  
23 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
24 Siti Sumartini, Loc. Cit.  
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Tentang Perdagangan terletak pada Bab V Perdagangan Luar 
Negeri, bagian ikeempat imengenai Perizinan iEkspor idan 
Impori: 
iUntuk kegiatan iEkspor idan Impori, iMenteri imewajibkan 
iEksportir idan iImportir untuk imemiliki iperizinan iyang idapat 
berupa ipersetujuani, ipendaftarani, penetapani, idani/iatau 
ipengakuan.25 
Pengaturan prinsip lainnya yakni Persaingan Bebas 
(Asymmetric Economic Conditions, Empowering, Free 
Competition) dalam Prinsip Perdagangan Internasional WTO, 
gagasan tentang keharusan imemperhatikan kondisi iasimetris 
imasyarakat internasionalii, penyetaraan idaya isaing, idan 
ipersaingan ibebas berasal idari iAdam Smith ibahwa ipersaingan 
iterbuka idalam liberalisasi iperdagangan idapat idilakukan 
ihanya jika ipersyaratan iuntuk ipersaingan demikian itu telah 
dipenuhi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan mengatur, secara spesifik tertuang di dalam 
Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 terletak pada Bab IV bagian kelima Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri, menjelaskan bahwa: 
(1) Dalam irangka ipengembangani, ipemberdayaan idan 
penguatan iPerdagangan iDalam Negerii, iPemerintahi, 
iPemerintah iDaerahi, idani/atau ipemangku ikepentingan 
ilainnya isecara isendiri-isendiri iatau ibersama-isama 
imengupayakan ipeningkatan ipenggunaan iProduk Dalam 
iNegeri. 
(2) Peningkatan penggunaan iProduk iDalam Negeri 
isebagaimana idimaksud ipada ayat i (i1i) idilakukan 
keberpihakan imelalui ipromosii, isosialisasi atau ipemasaran 
idan imenerapkan kewajiban imenggunakan iProduk iDalam 
Negeri isesuai idengan iketentuan iperaturan perundangi-
iundangan. 
(3) Ketentuan ilebih ilanjut mengenai ipeningkatan ipenggunaan 
iProduk iDalam iNegeri idiatur dengan iPeraturan iMenterii.26 
                                                          
25 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
26 Ibid 
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Prinsip utama dalam World Trade Organization (WTO) 
yaitu Diskriminasi dan Non-Diskriminasi (Discriminationn 
Non-discrimination) dalam Prinsip Perdagangan Internasional 
WTO, Prinsip inoni-diskriminasi iyang iterdapat idalam GATS 
ijauh ilebih spesifik idan iberskala iglobal yang iimeliputi iMost 
iFavoured iNation i (MFNi), iNational Treatmenti. iPrinsip iMFN 
diatur idalam iarticle iII iGATS yang ipada iintinya imengatur 
isetiap ianggota iGATS harus idengan itanpa isyarat imemberikan 
perlakuan iyang itidak iberbeda i (no iless ifavourablei) kepada 
ipenyedia ijasa idari dalam iataupun iluar negeri idengan 
isecepatnyai. Sedangkan ipengaturan iiprinsip National 
iTreatmentiterdapat idalam Pasal iXVIIiGATS yang 
imensyaratkan inegara ipeserta GATS imemberikan iperlakuan 
iyang sama iantara ijasa iantara negara iwarga inegara isendiri 
iataupun warga inegara iasingi.27iUndang-iUndang iNomor i7 
Tahun i2014 iTentang iPerdagangan imengatur, isecara ispesifik 
tertuang idi idalam iPasal i37 ayat i (i1i) idan (ii2) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terletak pada Bab 
IV Perdagangan Dalam Negeri, bagiam kesembilan mengenai 
Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa, 
menjelaskan bahwa: 
(1) Setiap iPelaku iUsaha wajib imemenuhi iketentuan penetapan 
iBarang idani/atau iJasa iyang idibatasi iPerdagangannya 
isebagaimana dimaksud idalam iPasal i35 iayat (i2). 
(2) iSetiap Pelaku iUsaha yang imelanggar iketentuan ipenetapan 
Barang idani/atau iJasa isebagaimana dimaksud ipada iayat i (i1) 
idikenai isanksi iadministratif berupa ipencabutan iperizinan idi 
bidang iPerdagangani.28 
Prinsip selanjutnya yakni  Pengecualian dan Perlakuan 
Khusus (Exception, Special Treatment) dalam Prinsip 
Perdagangan Internasional WTO, pengecualian dan perlakuan 
khusus dapat dilakukan dalam memenuhi kepentingan 
nasional, seperti: meningkatkan taraf hidup rakyat, 
mempertahankan keseimbangan ekonomi, mengatasi 
kesulitan ekonomi dari tekanan ekonomi, dan lain-lain.29 
                                                          
27 A.A. Istri Eka Krisna Yanti,  Loc. Cit.    
28 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
29 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit.      
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 
mengatur, secara spesifik tertuang di dalam Pasal 50 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 
terletak pada Bab V Perdagangan Luar Negeri bagian kelima 
mengenai Larangan Pembatasan Ekspor dan Impor, 
menjelaskan bahwa: 
Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk 
kepentingan nasional dengan alasan: 
a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan 
umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat; 
b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau  
c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, 
hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.30 
 
Adapun prinsip Timbal-Balik (Reciprocity) dalam 
Prinsip Perdagangan Internasional WTO, mewajibkan setiap 
negara anggota yang menikmati konsesi dari negara anggota 
yang lain (penerima konsesi), untuk memberikan konsesi yang 
sama kepada negara anggota pemberi konsesi.31 Hakikatnya, 
prinsip resiprositas memiliki keterkaitan erat dengan prinsip 
non diskriminasi sebagaimana diatur dalam World Trade 
Organization (WTO).  
Sistem WTO menentukan adanya kewajiban 
pemberian perlakuan secara seimbang antar negara anggota. 
Pemberian perlakuan secara seimbang ini menjadi bagian 
tidak terpisahkan dari upaya perwujudan sistem perdagangan 
yang lebih bebas. Perdagangan dalam konteks ini mencakup 
perdagangan barang dan jasa. Prinsip resiprositas dapat 
dilaksanakan oleh negara-negara yang telah melakukan 
perjanjian bilateral. 
Pemberlakuan prinsip resiprositas tidak bersifat serta-
merta tanpa syarat. Berbeda dengan prinsip non diskriminasi 
sebagimana diatur dalam WTO, pemberlakuan prinsip 
resiprositas didasarkan pada terpenuhinya dua syarat. 
Pertama, yakni tercapainya perjanjian bilateral antar negara 
                                                          
30 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
31 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit.       
Yudha Aji Pangestu,Bernard Sipahutar & Budi Ardianto 
 
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 1 (2021) 
96 
anggota atas dasar kesiapan. Kedua, terpenuhinya kualifikasi 
bagi negara-negara anggota World Trade Organization 
(WTO).32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan mengatur, secara spesifik tertuang di dalam 
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan terletak pada Bab V Perdagangan Luar Negeri 
bagian ketiga mengenai impor, menjelaskan bahwa:  
Surat persetujuan Impor atas Barang dalam keadaan tidak 
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 
diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Kepabeanan.33 
Prinsip yang terakhir yakni Penyelesaian Sengketa 
secara Damai (Peaceful Settlement of Dispute) dalam Prinsip 
Perdagangan Internasional WTO, setiap negara anggota wajib 
menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan cara 
damai.34 Penyelesaian sengketa secara damai dilakukan dalam 
bentuk diantaranya negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi 
penengahan, konsiliasi, konperensi internasional, inkuiri 
komisi pemeriksaan/pencari fakta. Penyelesaian sengketa 
secra damai dalam WTO diatur dalam Understanding on Rules 
and Procedures Governing the Settlement of Disputes/DSU 
(Disputes Settlement Understanding).35 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur, secara spesifik 
tertuang di dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 Tentang Perdagangan terletak pada Bab V 
Perdagangan Luar Negeri bagian kesatu mengenai umum,  
menjelaskan bahwa: 
Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi: 
a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk 
ekspor; 
b. Pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan 
Perdagangan dengan negara mitra dagang; 
c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri; 
                                                          
32 Inda Rahadiyan, Loc.Cit.  
33 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
34 Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Loc. Cit. 
35 Imawan Dicky Prasudhi, Loc. Cit. 
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d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan 
Luar Negeri; dan  
e. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari 
dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.36 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
Tentang Perjanjian Internasional memuat isi atau materi 
pemberlakuan asas-asas hukum internasional, yakni di Pasal 
10 menjelaskan bahwa: 
Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan 
undang-undang apabila berkenaan dengan: 
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan 
negara; 
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara 
Republik Indonesia; 
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 
e. Pembentukan kaidah hukum baru; 
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.37 
 
Indonesia sebelum mengikatkan diri atau menyatakan 
persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional 
sebagaimana lazimnya, akan mengkaji secara mendalam 
terlebih dahulu substansi dari perjanjian internasional itu.  
Masuknya atau berlakunya suatu perjanjian 
internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dapat 
menimbulkan berbagai dampak terhadap hukum atau 
peraturan perundang-undangan yang terkait. Persoalan-
persoalan yang terkait dalam hal ini adalah, sejauh manakah 
substansi perjanjian internasional itu sesuai ataupun 
bertentangan dengan kepentingan nasional ataupun hukum 
atau peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang 
yang bersangkutan, sejauh manakah peraturan perundang-
undangan nasional harus diubah dan disesuaikan dengan 
perjanjian internasional itu, adakah ketentuan perjanjian 
internasional itu bertentangan atau tidak sesuai dengan 
                                                          
36 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
37 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 
Internasional 
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kepentingan nasional atau dengan peraturan perundang-
undangan yang substansinya sangat fundamental dan karena 
itu perlu diajukan pensyaratan (reservation), bagaimana 
penjabaran substansi perjanjian internasional itu ke dalam 
hukum atau peraturan perundang-undangan nasional 
Indonesia.38 
Dalam hukum perjanjian internasional, kepentingan 
negara-negara pihak/peserta dengan kedaulatannya masing-
masing diakomodasi dengan memberikan hak pada negara-
negara tersebut untuk menolak ataupun memberikan 
pengertian lain atas ketentuan tertentu dari perjanjian 
internasional berdasarkan atas kepentingan subyektif dari 
negara itu sendiri. Inilah yang dikenal dengan sebutan 
pensyaratan (reservation) yang pada hakekatnya merupakan 
tindakan sepihak (unilateral act).  
Terhadap pensyaratan ini, negara-negara 
pihak/peserta lain yang juga memiliki kedaulatan, juga 
diberikan hak untuk menyetujui ataupun menolak/keberatan 
terhadap pensyaratan yang diajukan oleh salah satu negara 
pihak/peserta. Bahkan semua negara pihak/peserta yang 
memberikan/membuat atau menerima/menolak pensyaratan 
juga diberikan hak untuk menarik kembali penolakan 
terhadap pensyaratan tersebut dengan segala konsekuensi 
hukumnya. Semua itu harus dipandang sebagai manifestasi 
pengakuan hukum perjanjian internasional atas kedaulatan 
negara.39 
Formulasi yang lebih bebas, pensyaratan itu dapat pula 
didefinisikan sebagai berikut, Pernyataan sepihak yang 
dikemukakan oleh suatu negara pada waktu menyatakan 
persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, 
yang isinya menyatakan: 
                                                          
38 I Wayan Parthiana. Kajian Akademis (Teoritis dan Praktis) atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 
Internasional Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasiona. Jurnal 
Hukum Internasional. Vol. 5, No. 3, April 2008, hal. 474-475.    
39 I Wayan Parthiana. Beberapa Masalah dalam Pengimplementasian 
Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional.  Op. 
Cit, hal. 168.     
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a) Menolak untuk menerima atau mengakui atau tidak mau 
terikat pada, atau tidak mau menerima akibat hukum dari 
salah satu atau beberapa ketentuan dari perjanjian tersebut 
dan/atau; 
b) Mengubah atau menyesuaikan isi atau memberikan arti 
tersendiri atas salah satu atau beberapa ketentuan dari 
perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingan negara yang 
bersangkutan.40 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang 
Perjanjian Internasional pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) 
mengatur pensyaratan perjanjian internasional bagi 
Indonesia: 
(1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan 
pensyaratan dan / atau pernyataan, kecuali ditentukan lain 
dalam perjanjian internasional tersebut. 
(2) Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat 
penandatangan perjanjian internasional harus ditegaskan 
kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. 
(3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah 
Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui 
pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan 
dalam perjanjian internasional. 
 
Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian 
internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan 
atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang 
pensyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan 
dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional 
tersebut. Dengan pensyaratan atau pernyataan terhadap suatu 
ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik 
Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan 
tersebut.41 
Ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 
Tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World 
                                                          
40 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional, Cet. Pertama, 
CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hal. 152.   
41 Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian 
Internasional 
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Trade Organization oleh Indonesia merupakan langkah yang 
menunjukkan sikap pemerintah untuk berpartisipasi dalam 
perdagangan global. Terciptanya Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2014 Tentang Perdagangan merupakan langkah konkrit 
Pemerintah Indonesia untuk terjun langsung dalam 
menghadapi ekonomi global. Lingkup dari Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mencakup aspek-
aspek perdagangan baik luar negeri maupun dalam negeri 
tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan World Trade 
Organization (WTO). 
Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2014 berbunyi:Kebijakan perdagangan Luar Negeri meliputi 
pengharmonisasian standard dan prosedur kegiatan 
perdagangan dengan mitra dagang.42 
 
C. Penutup 
Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas dapat 
ditarik kesimpulan yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The 
World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia) terdapat isi atau materi yang 
memuat pengaturan prinsip GATT/WTO, yakni pada huruf A, 
B, dan C. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 
Perdagangan Dunia), General Agreement on Tariffs and 
Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan 
Perdagangan) merupakan perjanjian perdagangan multilateral 
dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan 
membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan.  
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan terdapat beberapa prinsip-prinsip 
hukum dalam pengaturan perdagangan internasional. Namun 
ada pula prinsip hukum dalam pengaturan perdagangan 
internasional yang tidak terdapat kesesuaian dengan Undang-
                                                          
42 Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan  
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Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni 
prinsip persaingan bebas (Asymmetric Economic Conditions, 
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